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BATASAN PEMAKSAAN PADA MARITAL RAPE  

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

ABSTRAK 

 

Marital rape merupakan perkosaan dalam perkawinan yang termasuk kejahatan tersembunyi 

dalam perkawinan dan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun kejahatan ini dapat 

dilakukan pemidanaan bagi pelakunya namun statusnya masih delik aduan. Kemudian, 

dikarenakan kejahatan ini masuk kedalam delik aduan maka dari itu tidak dapat dipungkiri 

sulitnya dalam penegakan hukuman bagi pelaku dan belum adanya aturan khusus terkait dengan 

batasan pemaksaan dalam marital rape. Metode Penulisan ini menggunakan jenis penulisan 

yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, dan memakai bahan hukum primer 

dan bsahan hukum sekunder, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka serta analisis 

data. Penulisan ini bertujuan kajian ini bertujuan untuk memerincikan konsep batasan 

pemaksaan dalam marital rape sekaligus mempublikasikan teori mu’āsyarah dalam institusi 

perkawinan Islam (rumah tangga Islam). Hasil dari penulisan ini bahwa mu’āsyarah  bil ma’rūf 

dapat dijadikan sebagai asas atau landasan dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan 

dan kebaikan yang memberikan manfaat dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan dalam 

Hukum Islam batasan pemaksaan pada marital rape dapat terjadi apabila suami memaksakan 

tidak sesuai dengan syariat Hukum Islam yang berlaku.  

Kata Kunci: Batasan; Pemaksaan; Marital; Rape; Kekerasan
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THE LIMITATION OF SEXUAL COERCION IN MARITAL RAPE  

ACCORDING TO ISLAMIC LAW 

ABSTRACT 

 

 
Marital rape is a known as hidden domestic violence. Although it is considered as 

a criminal act, its status is still a complaint offense. For this reason, it is difficult to impose 

penalties for perpetrators and also it is because there are no specific rules about the limits 

of sexual coercion in marital rape. This is a normative juridical study. The data were 

obtained from secondary data sources in the forms of primary and secondary legal 

materials. The data were collected through literature study and data analysis. This study 

explains the concept of sexual coercion limitation in marital rape as well as to publisize 

the theory of mu'āsyarah in the Islamic household.  The results indicate that mu'āsyarah 

bil ma'rūf can be used as a foundation in the household to maintain harmony and goodness. 

It provides benefits and is in line with the set priorities. In Islamic Law, the limits of sexual 

coercion in marital rape is when the husband does an act which is not in accordance with 

the Islamic Law. 

Keywords: Limitation; Coercion; Marital; Rape; Violence
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A. Latar Belakang Masalah 

 

Pernikahan atau perkawinan adalah acara sakral. Janji yang dibuat oleh dua individu yang 

berbeda jenis kelamin untuk mendirikan rumah. Pernikahan adalah akad yang suci dengan tujuan 

suci, yang menjadikannya ibadah yang memerlukan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam istilah 

"ijab" dan "kabul", akad berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan "kabul" 

berarti bahwa amanah itu diterima dengan baik (Bachrong et al., 2019, p. 50). 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan yang jelas 

dan sistematis tentang sahnya perkawinan, dan perkawinan juga dianggap sebagai perjanjian 

dalam hukum keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Subekti, 2010, p. 

196).  

Dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw untuk menikah, tetapi tidak 

tanpa syarat sehingga semua orang dapat melakukannya. Menurut berbagai literatur dan 

pendapat ulama, pasangan yang akan menikah harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya 

adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan negara kita, serta ketentuan 

atau syarat yang telah disetujui oleh mayoritas ulama. Menurut rukun pernikahan yang telah 

ditetapkan, perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan menjadi perkawinan 

tidak sah secara hukum. Terjadinya akad nikah dalam bentuk ijab kabul adalah salah satu syarat 

perkawinan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyetujui dan menyetujui satu sama 

lain (Rizvi et al., 2020, p. 67).  

Rumah tangga dimulai dengan pernikahan.  Tujuan perkawinan adalah agar pasangan 

dapat hidup bersama dalam keadaan sakinah mawadah wa rahmah. Hubungan suami-istri sangat 

menentukan kehidupan berumah tangga. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan 

mawadah wa rahmah, kita dapat melihat bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk dan 
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bagaimana hak dan kewajiban di antara mereka terjalin. Pola interaksi antara keduanya sangat 

mempengaruhi dan menentukan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam suatu rumah 

tangga, dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh lingkungan di luar rumah 

juga ada. Perkawinan tidak berhasil kecuali kedua belah pihak menyadari kewajiban dan hak-

hak pihak lain, apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai kesepakatan untuk hidup 

bersama dalam ikatan pernikahan yang suci (Nurani, 2021, p. 52). 

Permasalahan rumah tangga selalu datang dari berbagai aspek kehidupan, menjadi suatu 

keharusan untuk tenang saat menanggapi dan menyelesaikannya. Realita saat ini tidak 

sesempurna yang diharapkan, banyak rumah tangga tidak dapat menyelesaikan masalahnya 

dengan baik, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bagi sebagian korban kekerasan rumah 

tangga, keluarga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi penghuninya (Rambe, 

2014, p. 3). Kekerasan rumah tangga ini selanjutnya seringkali disebut dengan KDRT, salah satu 

bentuknya adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yakni 

pemerkosaan dalam perkawinan atau yang seringkali disebut Marital rape (Kesaulia, 2020, p. 

5). 

Banyaknya kasus arital rape di Indonesia juga tampak terinventarisasi secara spesifik 

berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Tahun 2019 diadukan 100 kasus 

Marital rape, dan pada 2020 diadukan 57 kasus (Situmorang dan Hutapea, 2023, p. 128). Namun 

angka tersebut justru meningkat drastis pada tahun 2021 dengan 591 kasus (Dihni, 2021, p. 150). 

Angka tersebut justru menunjukkan bahwa kasus Marital rape menjadi problematika serius yang 

perlu segera untuk disikapi secara solutif. Satu diantaranya melalui kriminalisasi Marital rape, 

dimana secara global Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung tindakan 

kriminalisasi atas perbuatan tersebut (WHO, 2018, p. 70). 
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Chart 1. Kasus Marital rape di Indonesia 

 

Menjamurnya isu marital rape di dunia mendorong para akademisi dalam mengkaji 

fenomena ini dari berbagai sisi. Secara historis, marital rape dikaji melalui kasus yang terjadi 

pada 1736 pada persidangan yang diketuai oleh Ketua pengadilan Inggris, Sir Matthew Hale, 

menyatakan, “Suami tidak dapat dihukum atas pemerkosaan yang dilakukan kepada istrinya 

yang sah. Hal ini dikarenakan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama mereka, istri telah 

menyerahkan dirinya kepada suaminya yang tidak dapat ditarik kembali” (Alhakima, 2021, p. 

31). Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin Lord Hale dan mewakili 

pengampunan perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan. Sisi historis tersebut dilengkapi oleh 

Bennice dan Resick dengan menambahkan aspek pengembangan riset dan praktik lapangan pada 

kasus marital rape ini (Bennice & Resick, 2003, p. 2). Sementara itu, Nainggolan membagikan 

aspek historis lain ketika John Rideout menjadi suami pertama yang dituntut secara pidana akibat 

dari praktik Marital rape (Nainggolan, 2008, p. 24-25). 

Kajian soal marital rape ini tidak luput pula dari perhatian para akademisi hukum di 

Indonesia. Banyak kajian yang dihasilkan dari kasus ini dari multi perspektif. Beberapa di 

antaranya dikaji melalui Undang-Undang, seperti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Solihah et al., 

2022, p. 3), Undang-Undang (UU)  Republik Indonesia   Nomor   1   tahun   1974   tentang   

Perkawinan, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana (Andaryuni & Syakur, 2023, p. 7). 

Isu marital rape tidak hanya marak dibahas melalu sisi undang-undang namun seringkali 

dikaji melalu sisi Hukum Islam. Kajian dari sisi Hukum Islam misalnya melalui kontekstualisasi 

QS. Al-Baqarah (2): 233 di mana ayat tersebut bukan ayat yang menjustifikasi tindakan marital 

rape (Ramadhan, 2022, p. 6). Selain itu, kajian komparatif juga dilakukan antara Hukum Islam 

dengan  Hukum Nasional di Indonesia. Misalnya adalah kajian yuridis antara Hukum Islam 

dengan Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Sari, 2022, p. 4), komparasi antara western law 

dan Islamic Law (Ainunnisa Rezky et al., 2020, p. 3), dan antara Hukum Pidana di Indonesia 

dan Hukum Islam. Tidak terlewatkan pula kajian spesifik isu marital rape ini yang dikaji secara 

khusus melalui perspektif Hukum Islam (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023, p. 7). Seperti 

misalnya adalah kajian isu tersebut secara umum dalam Islam (Susila, 2013, p. 9) termasuk pula 

secara spesifik (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023, p.14) dalam Hukum Pidana Islam kontemporer 

(Nimah, 2023, p. 11) dan dalam perspektif Maqashid Syariah (Anwar et al., 2021, p. 6). Selain 

itu pula adalah kajian perspektif fikih klasik dalam mengangkat isu marital rape yang dikaitkan 

pada akhirnya dari sisi undang-undang yang ada di Indonesia (Nimah, 2023). Sementara yang 

lainnya mengkaji dalam topik konsep marital rape dalam Fikih Perkawinan (Rizvi et al., 2020) 

dan mekanisme rekonsiliasinya dari sisi Hukum Islam dan kerangka hukum di Indonesia 

(Atsmaruddin et al., 2023). 

Selain daripada undang-undang dan Hukum Islam, marital rape juga dikaji dari sisi 

psikologi yang diderita oleh korban yang didominasi oleh para pelaku marital rape  yakni 

perilaku manipulatif yang seringkali diterima oleh korban marital rape adalah gaslighting yang 

merupakan perilaku yang dirancang untuk membuat seseorang meragukan perasaannya sendiri 

(Ying & Liese, 1991). Menurut Abramson akhir dari perbuatan gaslighting adalah  membuat  

korban  setuju  dengan  manipulator  karena  korban  tidak  lagi percaya  dengan  pikiran  dan  

perasaan  mereka  sendiri.  Bahwa pasangannya memiliki kedua perilaku manipulatif tersebut 
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sehingga membuat dirinya sulit untuk keluar dari hubungan penuh kekerasan itu. Selama terlibat 

kekerasan dalam  pernikahan, selain memiliki pengalaman komunikasi dengan pasangan, 

informan pun mendapati komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal. Tentu banyak  sekali  

renungan  yang  ada  di  masing-masing  kepala  informan  atas  apa  yang telah menimpanya. 

Namun, dari berbagai opsi yang ada, bertahan menjadi satu-satunya opsi dipilih oleh para korban 

marital rape (A. D. Salsabila et al., 2023). 

Berdasarkan hiruk pikuk kajian yang telah dilakukan oleh para penulis, masih belum 

ditemukan kajian terkait dengan marital rape dari sisi batasan pemaksaannya. Terlebih 

bagaimana teori mu’āsyarah  dalam lingkup rumah tangga dalam Islam diterapkan. Kajian ini 

berupaya untuk memerincikan konsep mu’āsyarah  dalam institusi perkawinan islam dan batasan 

pemaksaan pada marital rape berdasarkan aspek mu’āsyarah. Studi ini diharapkan menjadi 

pelengkap kajian atas berbagai macam penulisan terdahulu sehingga para akademisi dapat 

mempertimbangkan dua jendela dalam menanggapi isu Marital rape, yaitu sisi konsep 

pemaksaan dalam Islam dan sisi penerapan mu’āsyarah dalam rumah tangga Islam. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, selanjutnya permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana konsep mu’āsyarah  bil ma’rūf dalam institusi perkawinan islam? 

2. Bagaimana batasan pemaksaan pada marital rape berdasarkan aspek 

mu’āsyarah  bil ma’rūf? 

C. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data 

melalui pemeriksaan bahan kepustakaan dan/atau data sekunder. Bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan batasan pemaksaan pada marital rape menurut 

hukum islam termasuk dalam cakupan subjek penelitian ini. 
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D. Pembahasan 

 
Hukum Islam menjelaskan bahwasannya, mu’āsyarah bil ma’rūf juga diterapkan pada 

hubungan dan hubungan yang baik antara suami dan istri dan anggota keluarga lainnya. Konsep 

ini sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 19: 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan 

jalan paksa. Kecuali mereka benar-benar melakukan perbuatan keji, jangan menyusahkan 

mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya. Pergaulilah mereka dengan baik. Jika Anda tidak menyukai mereka, bersabarlah 

karena Anda mungkin tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah membuat banyak kebaikan di 

dalamnya”. 

Ayat di atas menunjukkan al-ma'rūf, yang merupakan sesuatu yang disukai oleh tabiat 

sehat dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh agama dan adat istiadat, oleh karena 

itu, ayat tersebut menimbulkan anjuran untuk memperlakukan istri dengan sebaik mungkin 

tanpa mengambil atau menghilangkan hak-hak istri. Allah menetapkan hak-hak dalam 

pernikahan dan larangan terhadap istri. Para fuqaha berbeda pendapat. Imam Abu Hanafi 

mengatakan bahwa dalam kasus ini, orang yang memaksakan hubungan seksual dijatuhi 

hukuman ta’zir karena tidak termasuk zina, yang menurut Abdul Qadir Audah adalah hubungan 

seksual yang diharamkan (di luar pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya (Baihaki, 2017, 

p.120).  

Menurut kiai Husain Muhammad, konsep mu’āsyarah  bil ma’rūf berarti bahwa 

hubungan suami istri melibatkan persalingan, atau musyārakah bainal itsnaini. Pendapat 

tersebut menekankan jika suami ingin disayangi istrinya, ia harus menyayangi istrinya. 

Membangun keluarga yang sakinah, orang harus saling menyayangi, menghormati, menolong, 

dan bermusyawarah satu sama lain (Al Badriyah, Athiyatus Sa’adah, 2014, p.14). 

Mu’āsyarah  bil ma’rūf  dapat terjadi pada saudara, sahabat, teman, suami istri, 

keluarga, dan sebagainya. Cakupan dari mu’āsyarah  bil ma’rūf juga mencakup keadaan dan 

kondisi budaya dan tradisi suatu komunitas (masyarakat). Ketika kehidupan didasarkan pada 
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rasa kasih sayang dan dengan cara yang baik, hidup di antara banyak jiwa dengan karakter yang 

berbeda dan ambisi yang berbeda tentu akan mudah. Menggabungkan dua jenis kelamin dengan 

karakter yang berbeda tentu bukan hal yang mudah, tetapi itulah fitrah yang diberikan Allah 

kepada laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup bersama dalam ikatan yang harmonis 

(F. Muhammad, 2022, p. 19). 

Mu’āsyarah  bil ma’rūf dengan segala pemahamannya dapat dipahami sebagai suatu 

pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun 

dengan cara yang baik, sesuai dengan tradisi dan keadaan masyarakat masing-masing. Menurut 

Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud dengan “mu’āsyarah  bil ma’rūf” dalam ayat 19 surat An-

Nisa' adalah memperindah ucapan (F. Muhammad, 2022, p. 4), memperbaiki perilaku dan 

tindakan, dan adil dalam segala hal, terutama nafkah dan bergilir jika seorang suami memiliki 

lebih dari satu istri (Febriyanti, 2019, p.12). Menurut mayoritas ahli tafsir (mufassirīn), yang 

dikehendaki dari ayat ini adalah para suami. Khitab atau objek pada ayat tersebut ditujukan 

kepada semua orang yang memiliki hubungan atau pergaulan dengan perempuan (F. 

Muhammad, 2022, p.11). 

Perintah untuk berumah tangga dan berperilaku baik (mu’āsyarah  bil ma’rūf), 

terutama berkaitan dengan istri, disebutkan pertama kali dalam ayat ini (Rizal, 2023, p.9). 

Perintah ini menunjukan bahwa Al-Qur'an menyelesaikan semua aspek kehidupan kita, 

terutama dalam hal rumah tangga. Dengan menerapkan mu’āsyarah  bil ma’rūf dengan benar, 

semua hal yang dapat membahayakan wanita akan hilang dan makna sebenar sakinah, 

mawaddah, wa rahmah akan terlihat (F. Muhammad, 2022, p.13). Tidak hanya suami yang 

bertanggung jawab terhadap istrinya, tetapi juga istri yang bertanggung jawab terhadap 

suaminya untuk menerapkan konsep mu’āsyarah  bil ma’rūf (Idris, 2023, p. 20).  

Q.S An-Nisa ayat 19 mengisyaratkan untuk terus melakukan perbuatan baik atau 

mu’āsyarah  bil ma’rūf terhadap pasangan (Rizal, 2023, p. 7), walaupun istri tersebut dibenci 
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dan tidak disukai. Maka jika suami tidak suka terhadapnya dan dapat bersabar bersamanya, 

barangkali Allah SWT memberikan dari istri tersebut kebaikan yang sangat banyak kepada 

sang suami di dunia maupun di akhirat (Ramadhan, 2022, p.12). Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu 

mengatakan bahwa salah satu bentuk kebaikan yang banyak yaitu terlahirnya seorang anak 

soleh, yang akan membawa kebaikan yang banyak baik untuk keluarga maupun untuk 

masyarakat (Akib, 2016, p. 9). 

Setiap   tindak   dalam   pemenuhan   antara   suami   dan   istri   adalah seimbang  satu  

sama  lain dengan  cara  yang  baik (Hudafi, 2020, p.7). Kepercayaan  satu  sama  lain yang  

baik  dan  pergaulan  antara  keduanya  yang  saling  menghargai  dan mengasihi  juga  

mempengaruhi  keharmonisan  rumah  tangga (Andaryuni & Syakur, 2023, p. 120). Sesuai 

dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “Hak 

dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” (Anwar et al., 2021, p. 20). 

Konsep mu’asyarah bil maruf  institusi pernikahan dianggap sangat penting dan 

dijunjung tinggi (Fakhria & Zahara, 2021, p. 17). Konsep yang dikenal sebagai “mu’āsyarah  

bil ma’rūf” mengatur cara suami istri menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Pada Q.S Ar-

Rum, Ayat 21, Allah SWT berfirman:  

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia 

menciptakan kasih dan sayang di antaramu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT membuat pasangan suami istri untuk 

memberi mereka kasih sayang, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup mereka (Chadijah, 

2018, p. 15). Menjalani hubungan rumah tangga sesuai dengan prinsip mu’āsyarah  bil ma’rūf 

sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik (Amri & Tulab, 2018, p. 9). 

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

menjalani hubungan rumah tangga dengan mu’āsyarah  bil ma’rūf (Fahmi, 2023, p. 21). Beliau 
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memberikan contoh-contoh nyata dan nasihat-nasihat yang relevan tentang bagaimana 

pasangan suami istri seharusnya saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menjaga 

keharmonisan dalam rumah tangga (Tussanjaya, 2017, p. 16). Kitab-kitab fiqh, yang membahas 

Hukum Islam, juga memberi panduan praktis untuk menjalani hubungan rumah tangga. Kitab-

kitab tersebut memuat aturan tentang pernikahan, hak dan tanggung jawab suami istri, dan cara 

menyelesaikan konflik rumah tangga (Zainal, 2019, p. 4). 

Menjalani hubungan rumah tangga dengan mu’āsyarah bil ma’rūf membutuhkan 

komunikasi yang baik antara suami dan istri (Za’im Muhibbulloh et al., 2021, p. 23). 

Komunikasi yang efektif membantu membangun pemahaman, mengatasi perbedaan, dan 

memecahkan masalah dengan cara yang adil dan seimbang. Saling memahami dan 

menghormati perbedaan juga merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan dan 

keseimbangan dalam rumah tangga (Mustaghfiroh, 2022, p. 11). 

Menurut teori mu’āsyarah  bil ma’rūf, keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan 

kasih sayang yang saling diberikan sangat penting dalam menjalani hubungan rumah tangga. 

Pasangan suami istri perlu saling menghargai, mendukung, dan memberikan perhatian satu 

sama lain untuk memperkuat ikatan emosional dan romantis (Farmawati, 2022). Situasi konflik, 

penting untuk mengatasi konflik dengan bijaksana dan menggunakan cara-cara yang Islami 

(Fuadi, 2020). Menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik, mencari solusi yang adil, 

dan berusaha memahami perspektif orang lain membantu menjaga rumah tangga bersatu dan 

seimbang (Tendean et al., 2023, p. 32). 

Konsep mu’āsyarah bil ma’rūf tentu adanya proses mengikatkan diri dengan kuat pada 

perjanjian pernikahan yang kokoh, menerapkan prinsip kesetaraan relasi, bermusyawarah, dan 

saling rela (Nurazizah, 2023, p. 70). Meskipun demikian, sulit dipungkiri adanya hal negatif 

yang mendasari suatu kejadian sehingga menjadikan konsep mu’āsyarah bil ma’rūf menjadi 

suatu payung bagi para pemaksa hubungan  seksual (Nitria, 2023, p.16). 
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Berhubungan seksual adalah hak seorang istri maka dari itu pemaksaan dalam rumah 

tangga jelas melanggar hak istri (Putra, 2017, p. 77).  Hanya suami yang dapat menikmati 

aktivitas seksual dalam rumah tangga yang didasari oleh pemaksaan, yang dikenal sebagai 

perkosaan rumah tangga, sedangkan istri tidak mengalami apa-apa, bahkan tidak merasakan 

apa-apa.  Akses kepuasaan tidak dapat tercapai tanpa kehendak dan komunikasi yang baik 

antara pasangan (Andiko, 2017, p. 34). Jika dilihat sebaliknya konsep pemaksaan juga berlaku 

apabila ditinjau dari sudut pandang suami kepada istri.  

Konsep mu’āsyarah bil ma’rūf menekankan betapa pentingnya untuk 

mempertahankan kesepakatan dan menjalani hubungan rumah tangga dengan kebaikan, 

keadilan, dan kasih sayang (Ahmad, 2022, p. 10). Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi 

Muhammad SAW, dan buku-buku fiqh mendukung konsep ini. Dalam kehidupan nyata, 

menjalani hubungan rumah tangga dengan mu’āsyarah  bil ma’rūf membutuhkan komunikasi 

yang baik, saling memahami, keadilan dalam pembagian tanggung jawab, kasih sayang, dan 

penyelesaian konflik yang bijaksana (Radiya, 2023, p. 9).  

Penulis menyimpulkan bahwasannya pemaksaan dalam hubungan rumah tangga tidak 

disukai atau disukai oleh Allah SWT. Islam menghormati kebebasan individu dan pentingnya 

persetujuan, kesepakatan dan komunikasi yang baik dalam hubungan suami istri. Prinsip 

mu’āsyarah bil ma’rūf dalam Islam menekankan pentingnya cinta, keadilan dan kemauan 

dalam membangun dan menjaga keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. 

Perihal pemaksaan dalam institusi perkawinan, terdapat satu hadis yang relevan 

berhubungan. Hadis yang dikutip dari Abdul  Malik  bin  Abdurahman  Adz-Dzimariyy:  

Artinya: “kami mendengar dari Muhammad bin Ja’far dan "Auf" bahwa mereka mendengar 

Samurah berkhutbah di mimbar Bashrah dan berkata, "Aku mendengar Rasullulah bersabda: 

"Wanita itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, maka apabila engkau hendak meluruskannya 

maka engkau akan mematahkannya, tetapi apabila engkau membiarkannya maka ia akan 

menjadi seperti itu”. 

Hadis ini menunjukkan bahwa suatu hal tidak dapat dipaksakan dan bahwa jika 
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dipaksakan, itu akan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Hadis ini juga menjadi 

peringatan bagi laki-laki yang tidak mengawasi istrinya. Kurangnya pengawasan dapat 

menyebabkan kerusakan dan kerusakan rumah tangga (Imaduddin, 2020, p. 11).  Islam juga 

memiliki konsep bahwasannya bentuk pemaksaan tidak dapat dibenarkan apalagi bentuk 

pemaksaan mengarahkan kepada bentuk kemaksiatan.  

KUHP tidak mengenal istilah pemerkosaan perkawinan. Sebaliknya, pemerkosaan 

ialah pemaksaan hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan. Pemerkosaan tidak 

termasuk dalam kategori pemerkosaan yang diatur dalam KUHP, istri tidak dapat mengadukan 

suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan dalam kasus di mana perkara tersebut masuk 

ke dalam kategori penganiayaan bukan perkosaan. Namun, hukuman yang diberikan kepada 

pelaku penganiayaan yang melakukan perkosaan relatif lebih ringan. Dalam pasal 351 KUHP 

tentang penganiayaan, pelaku yang menyebabkan luka ringan pada korbannya, luka berat pada 

korbannya, atau kematian pada korbannya diancam pidana penjara selama dua tahun. 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, hukum pidana 

pelecehan pernikahan dibahas pada bab 22, yang termasuk dalam bab "Tindak Pidana Terhadap 

Tubuh" bagian, seperti yang disebutkan dalam ayat pertama pasal 477, yang berbunyi:  

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 

bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. 

Pasal (2) huruf a yang berbunyi:  

Termasuk dalam kategori tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana 

disebutkan pada ayat (1) adalah perbuatan berikut: a. Persetubuhan dengan 

seseorang dengan persetujuan orang tersebut, karena orang tersebut percaya bahwa 

orang tersebut adalah suami atau istrinya yang sah”. 

Menurut pasal 477, huruf a, ayat (1) dan (2), ini dimaksudkan untuk menjelaskan 
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kekerasan seksual. Tidak menyebutkan perkosaan dalam perkawinan, tetapi kekerasan seksual 

yang dimaksud juga termasuk dalam kategori perkosaan dalam perkawinan. Selanjutnya, ayat 

2 pasal 477, yang melengkapi ayat (1), menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual 

dengan persetujuan didasarkan pada keyakinan bahwa individu tersebut adalah suami atau istri 

yang sah. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pasal tersebut melengkapi penjelasan 

sebelumnya tentang pasal 285 KUHP yang bertujuan untuk membuat korban kekerasan seksual 

dalam rumah tangga tidak diragukan lagi ketika mereka melaporkan kejadian tersebut. Menjadi 

suatu kemungkinan apabila KUHP akan digunakan sebagai dasar hukuman bagi mereka yang 

melakukan perkosaan rumah tangga. Pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan:  

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang 

dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya merupakan delik aduan”. 

Salah satu konsekuensi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bahwa pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan delik aduan, yang berarti korban harus 

melaporkan secara langsung. 

Tuhan membuat perempuan dan laki-laki merdeka dan egalitarian karena sifatnya 

yang setara (Dewantara dan SS, 2017, p. 54). Oleh karena itu, hanya berdasarkan jenis kelamin, 

tidak ada diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Sebagai anggota masyarakat, perempuan diberikan 

hak hidup bebas dan keamanan yang sama dengan laki-laki. Bahkan lebih jauh, Islam melarang 

penyiksaan, kekerasan, dan memberlakukan perempuan yang tidak pantas untuknya.  Namun, 

dalam syariat Islam, setiap perempuan memiliki hak yang sama (K. H. H. Muhammad, 2021, 

p. 65). 
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Ajaran Hukum Islam, pelecehan pernikahan termasuk dalam kategori perbuatan 

pidana islam karena melakukan perbuatan aniaya yang mengganggu hak orang lain dan 

mengandung kemudharatan serta bertentangan dengan prinsip mu’āsyarah  bil ma’rūf, yang 

menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warrahmah dalam pernikahan. Pengaruh yang kuat menyebabkan korban sakit 

secara fisik dan mental, pelecehan pernikahan juga dianggap sebagai kejahatan selain jiwa 

dalam hukum pidana Islam. 

Penulis menarik kesimpulan dari uraian di atas bahwa jika seseorang melanggar hak 

dan kewajiban istri mereka, salah satunya adalah hak untuk berhubungan seksual yang baik 

mu’āsyarah  bil ma’rūf (menggauli istri dengan cara yang baik), serta memaksa istri untuk 

melakukan hubungan seksual dengan orang lain (threesome), yang termasuk zina, karena 

pemaksaan hubungan seksual istri terjadi di luar pernikahan, bahkan jika itu terjadi di luar 

pernikahan. Marital rape terjadi apabila adanya paksaan dan kekerasan dalam berhubungan 

seksual. Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam berhubungan seksual baik 

hak dan kewajban suami kepada istri maupun istri kepada suami. Wanita yang memiliki udzur 

syar’i seperti haid, nifas, sakit sehingga tidak bisa ‘menerima ajakan’ suaminya tetapi dipaksa 

untuk tetap ‘menerima ajakan’ suami maka perbuatan tersebut dikatakan marital rape. Istri 

tidak memiliki udzur yang tersebut diatas tetapi menolak ajakan suami untuk berhubungan 

seksual, maka suami berhak memaksa istri karena hal itu merupakan hak suami serta kewajiban 

istri untuk ‘menerima ajakan’ suami, maka hal tersebut tidak dikatakan marital rape. Asalkan 

tidak dilakukan dengan cara yang dapat menyakiti pasangan. 
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Tabel. 3 Batasan pemaksaan dalam marital rape 

Marital rape 

Hukum Islam Hukum Positif Indonesia 

Pemaksaan pada Hukum Islam terjadi 

apabila wanita yang memiliki udzur 

syar’i seperti haid, nifas, sakit sehingga 

tidak bisa ‘menerima ajakan’ suaminya 

tetapi dipaksa untuk tetap ‘menerima 

ajakan’ suami maka perbuatan tersebut 

dikatakan marital rape. Namun, apabila 

istri tidak memiliki udzur yang tersebut 

diatas tetapi menolak ajakan suami 

untuk berhubungan seksual, maka suami 

berhak memaksa istri karena hal itu 

merupakan hak suami serta kewajiban 

istri untuk menerima ajak suami untuk 

berhubungan seksual, maka hal tersebut 

tidak dikatakan marital rape. Asalkan 

tidak dilakukan dengan cara yang dapat 

menyakiti pasangan. 

Marital rape dapat dikategorikan sebagai 

pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan oleh suami kepada istri. Adapun 

yang dikatakan marital rape yaitu hubungan 

seksual yang dilakukan dengan cara tidak 

wajar dan/atau tidak dikehendaki oleh 

pasangan sehingga menimbulkan kekerasan. 

Hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau 

tidak dikehendaki, seperti melakukan 

hubungan seksual dengan kekerasan atau 

paksaan, dan tidak memperhatikan kondisi 

istri, menggauli dengan melibatkan orang 

lain serta menggauli dengan kekerasan 

seksual yang dilakukan dengan paksaan, 

ancaman, dilakukan dengan atas kehendak 

sendiri tanpa persetujuan istri, dan hubungan 

seksual dengan narkotika jenis pil sehingga 

tidak mampu melawan perbuatan yang 

dilakukan kepadanya. 
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E. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian maka penulis mengambil 

kesimpulan sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang penulis bahas: 

1. Menurut Surat An-Nisa ayat 19 dan Surat Al-Baqarah ayat 228, mu’āsyarah  bil ma’rūf 

adalah konsep saling ketergantungan dan kerja sama antara suami dan istri untuk 

mencapai setiap kebajikan dalam rumah tangga melalui komunikasi dan interaksi yang 

baik di setiap aspek kehidupan, seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (menjaga 

kenyamanan dan kebahagiaan bersama), dan sosial (menjaga martabat dan kehormatan 

satu sama lain). Dengan mengutamakan asas keadilan, yang berarti suami harus 

melaksanakan mu’āsyarah bil ma'ruf terhadap istrinya dan sebaliknya, mu'asyarah bil 

ma'ruf dapat digunakan sebagai landasan rumah tangga untuk mempertahankan 

keharmonisan dan kebaikan yang menguntungkan sesuai dengan prioritas yang 

ditetapkan.  Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan mu'āsyarah bil ma'rūf. Beliau 

memberikan contoh dan nasihat praktis tentang bagaimana pasangan suami istri 

seharusnya berkomunikasi satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, dan menjaga 

keharmonisan rumah tangga.  

2. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, yang menyatakan 

bahwa kekerasan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga, dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang 

mengatur pemaksaan melakukan hubungan seksual karena orang tersebut merupakan 

korban kekerasan seksual, adalah contoh dari hukum positif yang mengatur kekerasan 

rumah tangga di Indonesia. Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa pelecehan 

pernikahan dianggap sebagai tindakan aniaya yang mengancam kehidupan seseorang dan 

bertentangan dengan prinsip mu’āsyarah bil ma’rūf, yang mengatur cara menggauli 



NASKAH PUBLIKASI I TIARA FATIMAH AZ ZAHRA 18 
 18  

NASKAH PUBLIKASI I INDAH PERTIWI 
 

istrinya dengan cara yang baik. Dalam Hukum Islam, suami yang memaksa istrinya untuk 

“menerima ajakan” untuk berhubungan seksual, terlepas dari udzur seperti haid, nifas, 

atau sakit, dianggap melakukan pemaksaan hubungan seksual. Jika istri tidak memiliki 

udzur tersebut tetapi menolak ajakan untuk berhubungan seksual, suami berhak memaksa 

dan meminta haknya dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertimbangkan, 

seperti lelah atau capek. Suami tidak dianggap melakukan hubungan seksual. Marital 

rape tidak termasuk dalam jarimah zina karena terjadi di dalam ikatan pernikahan dan 

tidak dapat dikenakan hukuman had. Pelaku hanya akan diberi hukuman ta'zir, jenis 

hukuman yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist dan oleh karena itu ditentukan 

oleh hakim. Tentunya teori mu'āsyarah bil ma'rūf perlu ditekankan agar mu’āsyarah  bil 

ma’rūf, yang menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah dalam pernikahan. 
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